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Abstrak 
This study aims to determine the effect of self-assessment system, fiscal services and tax sanctions on 
restaurant taxpayer compliance in Kupang City. The background of this study is because tax revenue in 
Kupang City cannot be optimized due to tax officials and taxpayers who embezzle and delinquent tax 
payments so that the target set by BAPENDA has not been achieved. The research method used is 
quantitative research method. The population in this study were all taxpayers registered at the Kupang 
City Regional Original Revenue Agency office. The sampling technique used the Slovin formula. The 
data used in this study are primary data collected through direct questionnaire surveys. The data 
analysis technique uses data quality test, classical assumption test, multiple linear analysis test, and 
hypothesis testing. The results of this study indicate that the Self Assessment System has no effect on 
Restaurant Taxpayer Compliance. This is evidenced by the t value < t table value (1.333 < 1.986). 
Fiscal Services and Tax Sanctions affect Restaurant Taxpayer Compliance. This is evidenced by the 
value of t count> t table (2.429> 1.986) and (4.439> 1.986). Self Assessment System variables, Fiscal 
Services, and Tax Sanctions together have a positive effect on Restaurant Taxpayer Compliance. 
 
Kata kunci: Self Assessment System, Fiscal Services, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance. 
 

PENDAHULUAN 
 

Pajak adalah salah satu sumber utama 
penerimaan bagi negara yang dibayar oleh 
masyarakat atau wajib pajak, sebagai iuran 
pemungutan yang dapat dipaksakan oleh 
pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan 
Undang-Undang perpajakan, masyarakat atau 
wajib pajak secara langsung dimana bersama-
sama melaksanakan kewajiban perpajakan 
yang diperlukan untuk pembiayaan Negara 
dan pembangunan nasional. Pembangunan 
nasioanal khususnya Pemerintah Kota 
merupakan titik awal pelaksanaan 
pembangunan, sehingga diharapkan bisa lebih 
mengetahui potensi dan kebutuhan. Salah 
satu pendanaan untuk penyelenggaraan 
pemerintah digali dari sumber pendapatan 
pajak daerah. 

Pajak Restoran adalah salah satu jenis 
pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh 
pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 
2 berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah RI 
tahun 2009. Pajak Restoran dapat 

digolongkan sebagai pajak tidak langsung, 
dimana pajak pajak yang pengenaannya 
berdasarkan atas pelayanan yang diberikan 
kepada konsumen. Menurut berita harian pos-
kupang.com yang ditulis oleh Eflin per tanggal 
20 Mei 2024 Bapenda Kota Kupang sebut 
masih terdapat banyak tantangan yang 
dihadapi dalam pengelolaan pajak restoran di 
Kota Kupang, di antaranya adalah tingginya 
angka pengemplang pajak, kurangnya 
kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan 
pentingnya membayar pajak, serta minimnya 
pengawasan dari pihak berwenang terhadap 
pemungutan pajak restoran. Beberapa kasus 
yang terjadi belakangan ini, menurut berita 
harian expontt.com per tanggal 31 Mei 2024 
menyebutkan ada pejabat Bapenda Kupang 
yang diduga tilap pajak pengusaha warung 
makan dan wajib pajak yang menunggak 
pembayaran pajak ratusan juta. Kondisi 
tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak, karena para wajib pajak tidak 
ingin pajak yang telah dibayarkan 
disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. 
Karena itu beberapa masyarakat dan wajib 
pajak berusaha menghindari pajak. 
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Pertumbuhan ekonomi merupakan 
sebuah tolak ukur yang relevan untuk menilai 
keberhasilan suatu negara dalam mengelola 
perekonomiannya. Kebijakan pemerintah di 
bidang perpajakan merupakan bagian dari 
kebijakan fiskal yang pada akhirnya akan 
berpengaruh pada pencapaian tujuan ekonomi 
negara (Afiah, dkk, 2024). Kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak termasuk salah 
satu pengaruh dalam pencapaian peningkatan 
perekonomian negara. Sistem perpajakan di 
Indonesia menganut sistem self assessment 
(Mardiasmo, 2016; Peilouw, 2022). 

Self assessment sytem berperan dalam 
memingkatkan kepatuhan wajib pajak, Diana 
dan Setiawati (2014) mendefinisakan self 
assessment adalah sistem pemungutan pajak 
yang memberikan wewenang, kepercayaan, 
tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar, 
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 
harus dibayar. Diberlakukannya untuk 
memberikan kepercayaan yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan 
kepatuhan dan peran masyarakat dalam 
menyetorkan pajaknya. Terlebih lagi jika 
dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, 
seseorang yang secara mandiri menghitung 
dan membayar pajak sendiri dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran 
di Kota Kupang. Pelayanan fiskus yang baik 
juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. 

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai 
cara petugas pajak dalam membantu, 
mengurus, atau menyiapkan segala keperluan 
yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini 
adalah wajib pajak (Anam, dkk, 2018). 
Pelayanan dan penyuluhan yang dilakukan 
fiskus secara terus menerus kepada 
masyarakat agar mengetahui, mengakui, 
menghargai, dan menaati ketentuan pajak, 
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
sehingga diharapkan tujuan penerimaan pajak 
bisa berhasil, tetapi ada faktor lain yang juga 
berkontribusi langsung dalam meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi 
perpajakan. 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan 
bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) 
akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa 
dengan kata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegah (preventif) agar 
Wajib Pajak tidak melanggar norma 
perpajakan (Mardiasmo, 2016). Pengenaan 
sanksi pajak kepada wajib pajak dapat 
menyebabkan terpenuhinya kewajiban 
perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu 
sendiri. 

Menurut Anggraini & Fidiana (2021) 
kepatuhan wajib pajak sendiri adalah bahwa 
wajib pajak mempunyai kesediaan untuk 
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak 
merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan 
pemerintah daerah dalam mensosialisasikan 
pentingnya pajak bagi pembangunan daerah 
dan membiayai keperluan daerah secara 
mandiri. Peningkatan kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak terutangnya bertolak 
juga pada proses pemungutannya, pelayanan 
pegawai pajak atau pelayanan fiskus 
khususnya pegawai Badan Pendapatan 
Daerah Kota Kupang dan sanksi perpajakan 
yang di berikan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Berdasarkan latar belakang diatas, 
Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Self assessment sytem berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak 
restoran di Kota Kupang. 

  H2: Pelayanan fiskus berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak 
restoran di Kota Kupang. 

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak 
restoran di Kota Kupang. 

H4: Self assessment sytem, pelayana 
fiskus dan sanksi perpajakan 
berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak restoran di Kota kupang. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor 
Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 
(BAPENDA) yang berlokasi di Jl. S.K. Lerik 
No. 1, Kelapa Lima, Kec Kelapa Lima, Kota 
Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85228. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data kuantitatif. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan sekunder. Data Primer merupakan 
data pokok yang dikumpulkan peneliti dengan 
menggunakan metode survey melalui 
penyebaran kuesioner kepada responden dan 
data sekunder, data ini diperoleh melalui hasil 
pengumpulan informasi dari sumber yang 
telah ada. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar 
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 
sebanyak 1.026 wajib pajak. Sampel dalam 
penelitian ini digunakan sebanyak 91 sampel, 
cara menentukan jumlah sampel dalam 
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penelitian ini menggunakan rumus slovin. 
Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi dan metode kuesioner. 

Teknik analisis data dalam peneltian ini 
untuk mengetahui pengaruh self assessment 
system, pelayanan fiskus dan sanksi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 
restoran adalah dengan metode deskriptif 
kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode survey, yaitu dengan memberikan 
Kusioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan 
kepada wajib pajak restoran sebagai 
respondnen. teknik analisis data yang 
digunakan adalah sebagai berikut: Uji 
Kuaslitas Data: Uji Validitas dan Uji 
Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik: Uj Normalitas, 
Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji 
Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis : 
Uji T, Uji F dan Uji Koefisien determinasi.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL ANALISIS 

Hasil analisis regresi linear berganda 
dilakukan dengan bantuan program SPSS 
Versi 23,0. Peneliti melakukan uji validitas 
terlebih dahulu, hasil SPSS menyatakan 
bahwa semua variabel yang digunakan adalah 
valid. Kemudian peneliti melakukan uji 
reliabilitas untuk menunjukkan sejauh mana 
suatu alat ukur dapat dipercaya. Hasil 
pengukuran menunjukkan bahwa nilai 
Cronbach’s Alpha > 0,6 artinya data penelitian 
dinyatakan reliabel. 

Langkah selanjutnya peneliti 
melakukan uji asumsi klasik sebelum 
melakukan pengujian hipotesis. Peneliti 
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk 
menguji normalitas data. Berdasarkan hasil 
pengolahan data tersebut, nilai Kolmogorov-
Smirnov sebesar 1,041 dengan nilai 
signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) 0,229. 
Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai 
residual tersebut berdistribusi normal. 

Berdasarkan Uji Multikolinearitas 
diketahui bahwa nilai tolerance semua variabel 
independen (Self Assessment System,  
Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan) 
lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada 
korelasi antar variabel independen. Nilai VIF 
semua variabel independen lebih kecil 
(kurang) dari 10,00. Berdasarkan nilai diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
multikolinearitas antar variabel. 

Selanjutnya dilakukan uji 
heteroskedastisitas, memperlihatkan titik-titik 
menyebar secara acak dan tidak membentuk 
suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka nol pada 
sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi, 
sehingga model regresi layak dipakai untuk 
variabel independen maupun variabel 
bebasnya. 

Hasil persamaan regresi linear 
berganda diperoleh persamaan sebagai 
berikut: 
  Y = 15.990 + 0,083X1 + 0,219X2 + 0,442X3 

Hasil persamaan regresi linear berganda 
diatas menunjukkan pengaruh dari masing-
masing variabel independen pada variabel 
dependen. Nilai konstanta dengan koefisien 
regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Konstanta sebesar 15.990 
menunjukkan bahwa jika variabel-
variabel independen (Self Assessment 
System,  Pelayanan Fiskus dan 
Sanksi Perpajakan) diasumsikan tidak 
mengalami perubahan (konstanta) 
maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak) 
sebesar 3,564. 

b. Koefisien variabel Self Assessment 
System (X1) sebesar 0,083 berarti 
setiap kenaikan Self Assessment 
System sebesar 1%, maka Kepatuhan 
Wajib Pajak akan naik sebesar 0,659. 

c. Koefisien variabel Pelayanan Fiskus 
(X2) sebesar 0,219 berarti setiap 
kenaikan Sanksi Perpajakan sebesar 
1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak 
akan naik sebesar 0,219. 

d. Koefisien variabel Sanksi Perpajakan 
(X3) sebesar 0,442 berarti setiap 
kenaikan Sanksi Perpajakan sebesar 
1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak 
akan naik sebesar 0,442. 
 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan uji parsial (Uji T), Uji Simultan 
Signifikan (Uji F) Uji Koefesien Determinasi. 
Berdasarkan Hasil Uji T pengujian hipotesis 
pertama diperoleh nilai thitung 1,333 < ttabel 
1,986, dengan nilai signifikasi 0,186 > α 0,05 
sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. 
Artinya Self Assessment System  tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak restoran di Kota Kupang. 
pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai 
thitung 2,429 > ttabel 1,986, dengan nilai 
signifikasi 0,017 < α 0,05 sehingga hipotesis 
kedua (H2) diterima. Artinya Pelayanan Fiskus 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak restoran di Kota Kupang. 
Selanjutnya pengujian hipotesis ketiga 
diperoleh nilai thitung 4,439 > ttabel 1,986, 
dengan nilai signifikasi 0,000 < α 0,05 
sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. 
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Artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
restoran di Kota Kupang. 

Setelah Uji t maka dilakuan uji F menguji 
hipotesis keempat yang pada dasarnya 
menunjukkan apakah semua variabel 
independen mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Dari Hasil Uji F terlihat bahwa diperoleh nilai 
Fhitung 11,367 dengan signifikan 0,000. 
Dalam penelitian ini digunakan signifikan 5% 
dan degree of freedom (df) sebesar (k-1)=2 
dan (n-3)=88 sehingga diperoleh Ftabel 
sebesar 2,70. Dengan demikian dapat 
diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel dengan 
signifikansi lebih kecil dari Alpha (0,000 < 
0,05). Ini berarti hipotesis empat diterima 
bahwa Self Assesment System, Pelayanan 
Fiskus dan Sanksi Perpajakan berpengaruh 
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Pengujian akhir menggunakan koefisien 
determinasi (R2), koefisien determinasi (R²) 
pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel dependen. Dari penelitian 
mengenai koefisien determinasi yang telah 
dilakukan berdasarkan  hasil uji dapat 
diketahui bahwa besarnya adjusted R2 adalah 
0,257 atau 25,7%. Hal ini menunjukan bahwa 
persentase sumbangan pengaruh variabel 
independen (Self Assessment System, 
Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan) 
terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib 
Pajak) sebesar 25,7%, sedangkan sisanya 
sebesar 74,3% (100% - 25,7% = 74,3%) 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini diperoleh 
dengan menyebar kuesioner kepada 
responden. Untuk mengetahui pengaruh self 
assessment system, pelayanan fiskus dan 
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak restoran di Kota Kupang, peneliti 
melakukan pengujian analisis dengan data 
menggunakan program SPSS. Pembahasan 
dalam penelitian ini ditunjukan untuk 
menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan 
tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih 
lanjut diuraikan  dalam point-point sebagai 
berikut: 

1. Pengaruh self assessment sytem 
terhadap kepatuhan wajib pajak 
Self Assessment System melimpahkan 
kepercayaan yang penuh dalam 
penghitungan, pembayaran dan 
pelaporan pajak yang terutang oleh wajib 
pajak sendiri, sehingga self assessment 

system juga memberi perhatian yang 
lebih besar pada hukum dan jaminan 
tentang kewajiban dan hak wajib pajak 
dan sebagai faktor eksternal yang 
mempengaruhi wajib pajak dalam 
pengambilan keputusan mengenai tata 
cara pelaporan pajak dan diberlakukan 
karena tingkat kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat indonesia dirasa sudah tidak 
selaras lagi dengan  sistem perpajakan 
yang lama. Self assessment system 
diterapkan guna memberi rasa 
kepercayaan yang sebesar- besarnya 
bagi masyarakat selaku wajib pajak 
dalam peningkatan kepatuhan dan peran 
serta masyarakat dalam kewajiban 
perpajakannya. Imbasnya, masyarakat 
mesti sungguh-sungguh tahu mengenai 
tata cara menghitung pajak dan semua 
hal yang berkaitan mengenai peraturan 
pemenuhan perpajakan. Hasil pengujian 
hipotesis pertama (H1) dalam penelitian 
ini menunjukkan kebalikannya. Hasil 
pengujian H1 pada penelitian ini 
membuktikan bahwa self assessment 
system tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan pelaporan wajib 
pajak. Penyebab tidak terbuktinya 
hipotesis ini dikarenakan responden yang 
mengisi kuesioner dalam penelitian ini 
masih belum mengetahui sepenuhnya 
mengenai self assessment system dalam 
perpajakan, dan kurangnya informasi dan 
bimbingan yang tepat dari pihak 
berwenang perpajakan sehingga 
menyebabkan wajib pajak belum 
memahami betul cara menghitung pajak 
sendiri dengan benar, menyebabkan 
mereka tidak dapat melaksanakan setiap 
jenis kewajiban perpajakannya sesuai 
yang diharapkan, dengan membantu 
meningkatkan pengetahuan wajib pajak 
dengan memberikan penyuluhan dan 
sosialisasi pajak dapat membantu 
meningkatkan tingkat kepatuhan secara 
keseluruhan, sehingga wajib pajak dapat 
melaksanakan  kewajiban perpajakannya. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian, 
Mutia (2014), dan Nurlaela (2018). 
 

2. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
Kualitas pelayanan fiskus yang baik dari 
Badan Pendapatan Asli Daerah Kota 
Kupang dapat menjadi modal utama dan 
menjadi hal yang penting untuk dapat 
menarik perhatian para wajib pajak yang 
artinya pelayanan fiskus  yang di berikan 
oleh aparat pajak dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak.  Pelayanan fiskus 
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berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari 
petugas pajak yang baik dapat membuat 
tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, 
serta memanfaatkan pengunaan 
Electronic Data Capture (EDC) untuk 
wajib pajak restoran untuk meningkatkan 
pengelolaan pajak daerah melalui 
digitalisasi sistem pembayaran. Fasilitas 
fisik seperti ruang tunggu, tempat parkir 
yang cukup luas, formulir pajak yang 
tersedia secara lengkap membuat wajib 
pajak merasa nyaman saat berada di 
kantor pajak. Selain fasilitas fisik yang 
nyaman, berbagai macam kegiatan yang 
mendukung wajib pajak untuk dapat lebih 
mudah melaksanakan kewajibannya 
membayar pajak antara lain         petugas 
pajak cakap dalam menindaklanjuti 
pengaduan dari masyarakat, petugas 
pajak cepat tanggap dalam membantu 
menyelesaikan persoalan yang dihadapi 
wajib pajak terkait dengan pajak, petugas 
pajak memberikan pelayanan terbaik 
dalam memberikan kemudahan dalam 
pelayanan pajak, serta menjunjung tinggi 
integritas, akuntabilitas, dan transparansi 
dari petugas pajak juga sangat penting. 
Wajib pajak akan lebih percaya dan 
mematuhi peraturan perpajakan jika 
mereka yakin bahwa petugas pajak 
menjalankan tugas mereka dengan adil 
dan jujur, serta bertanggung jawab dalam 
semua tindakan mereka sehingga 
menciptakan suasana kepercayaan yang 
dapat menimbulkan kepercayaan  dan 
hubungan antara wajib pajak dan pihak 
berwenang perpajakan. Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian, Zulfa (2020), 
Jatmiko (2024) dan Aryanti (2020). 
 

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
Sanksi perpajakan yang diberlakukan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku 
serta tegas dapat memotivasi wajib pajak 
untuk tidak menunggak pembayaran, 
serta menjalankan kewajiban 
perpajakannya tepat waktu. Sanksi pajak 
yang diberlakukan bisa membuat wajib 
pajak tidak melanggar lagi mengenai 
peraturan perpajakan di Badan 
Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang, 
dikarenakan mereka menganggap 
bahwasanya dengan melanggar 
peraturan perpajakan maka hanya 
merugikan mereka. Sanksi pajak 
merupakan jaminan dalam pencegahan 
pelanggaran norma perpajakan bagi wajib 
pajak, sehingga ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan bisa 
ditaati atau dipatuhi. Pemberlakuan    
sanksi yang tegas dapat semakin 
merugikan wajib pajak sehingga wajib 
pajak akan lebih mengambil keputusan 
guna memenuhi peraturan yang berlaku. 
Sanksi pajak merupakan faktor eksternal 
yang memberikan pengaruh wajib pajak 
terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak 
dalam menjalankan seluruh kewajiban 
perpajakannya.Wajib pajak mesti lebih 
taat, tunduk dan patuh terhadap aturan-
aturan yang diberlakukan dalam 
pembayaran pajak sehingga wajib pajak 
tidak terkena sanksi pajak berupa 
administrasi dan pidana. Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Dayanti dkk 
(2023), Kusari (2019), Oktariyana dkk 
(2023) 

 
PENUTUP 

Kesimpulan : 
1. Self assessment sytem tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini 

dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial 

(Uji-t) dimana nilai t hitung < t table yaitu 
1,333 < 1,986 dan mempunyai angka 
signifikan sebesar 0,186 > 0,05. 

2. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat 
dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) 

dimana nilai t hitung > t tabel yaitu 2,429 > 
1,986 dan mempunyai angka signifikan 
sebesar 0,017 < 0,05. 

3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat 
dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) 

dimana nilai t hitung > t table yaitu 4,439 > 
1,986 dan mempunyai angka signifikan 
sebesar 0,000 < 0,05. 

4. Dari perhitungan diperoleh bahwa self 
assessment sytem, pelayanan fiskus dan 
sanksi perpajakan berpengaruh secara 

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, 

hal ini dapat dilihat dari uji F dimana nilai 
Fhitung > Ftabel dengan nilai 11,367 > 2,70 
dan mempunyai nilai signifikan sebesar  
0,000 < 0,05. 

Saran : 
1. Bagi pemerintah  dapat membentuk badan 

konsultan pembinaan pajak daerah baik 
swasta maupun pemerintah supaya tidak 
terjadi penyalagunahan dalam proses 
pemungutan pajak daerah. 

2. Guna meningkatkan pengaruh self 
assessment sytem terhadap kepatuhan 
wajib pajak Badan Pendapatan Asli Dearah 
Kota Kupang perlu melakukan penyuluhan 
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dan sosialisasi tentang pentingnya 
membayar pajak dimasyarakat, 
memberikan penghargaan dan insentif 
yang layak kepada fiskus yang berkinerja 
tinggi, dan memberikan reward berupa 
penghargaan atau sertfikat kepada wajib 
pajak sebagai bentuk pengakuan atas 
kepatuhan mereka dalam kewajiban 
perpajakannya. 

3. Bagi wajib pajak dapat meningkatkan 
kesadaran akan hak dan kewajiban 
perpajakannya guna mendukung program-
program pemerintah yang nantinya 
pemerintah memberikan feedback kepada 
waijb pajak. Wajib pajak yang kurang 
paham akan tata cara perpajakannya dapat 
bertanya kepada petugas pajak atau 
melihat melalui media online agar dapat 
diberikan penjelasan lebih detail. 

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk 
melakukan penelitian dengan ruang lingkup 
yang lebih luas agar dapat diperoleh hasil 
yang lebih baik dan menambah atau 
mengganti             variabel independen yang lain di 
luar variabel penelitian ini, seperti 
sosialisasi perpajakan dan variabel lainnya. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 
menambahkan status identitas responden 
(Pemilik/Pelayan) pada kuesioner, 
sehingga lebih spesifik dan tepat sasaran. 
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